BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang kajian yuridi perlindungan terhadap

warisan budaya dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter (studi

kasus Rusia-Ukraina) dapat disimpulkan:

1.

Perlindungan warisan budaya selama konflik bersenjata, khususnya invasi
Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022, merupakan tugas yang sangat
kompleks namun penting. Warisan budaya Ukraina, yang meliputi
bangunan bersejarah, situs arkeologi, museum, monumen, dan
perpustakaan, bukan hanya aset fisik tetapi juga simbol identitas dan
sejarah bangsa. Kerusakan yang terjadi bukan sekadar kehilangan fisik,
melainkan juga berpotensi menghapus ingatan kolektif dan kebanggaan
nasional. Oleh karena itu, pelestarian budaya selama konflik adalah bagian
integral menjaga kelangsungan identitas nasional. UNESCO sebagai badan
PBB bertanggung jawab melindungi warisan budaya dunia telah
mengambil langkah proaktif dengan mendata dan memverifikasi
kerusakan ratusan situs di berbagai wilayah Ukraina. Penggunaan
teknologi modern seperti citra satelit memungkinkan pemantauan di zona
konflik yang sulit diakses, sesuai Konvensi Den Haag 1954 tentang
perlindungan budaya dalam konflik bersenjata. Ini memperlihatkan bahwa
pelestarian warisan budaya adalah tanggung jawab komunitas
internasional, bukan hanya negara pemiliknya. Pemerintah Ukraina turut

aktif mengorganisasi perlindungan melalui pendataan, evakuasi koleksi
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museum, dan pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga situs budaya agar
terhindar dari kerusakan dan penjarahan. Namun, kendala keamanan dan
keterbatasan akses menjadi tantangan utama. Di sisi lain, dukungan
internasional, termasuk bantuan finansial dan teknis dari Amerika Serikat
dan negara lain, memperkuat kapasitas Ukraina dalam konservasi dan
rekonstruksi warisan budaya.

. Teknologi digital juga berperan penting dalam mendigitalkan koleksi dan
arsip, menjaga kelangsungan informasi budaya selama konflik, serta
membuka peluang rekonstruksi virtual dan edukasi. Meski berbagai upaya
dilakukan, perlindungan warisan budaya menghadapi tantangan berat dari
kondisi konflik, risiko penghancuran sengaja, dan prioritas keselamatan
manusia. Oleh sebab itu, perlindungan ini memerlukan koordinasi yang
matang antara aspek keamanan, kebijakan, dan konservasi. Setelah konflik
mereda, fokus akan bergeser ke rekonstruksi dan restorasi situs budaya
yang rusak, sebagai bagian dari pemulihan sosial, ekonomi, dan penguatan
identitas nasional. Rencana pemulihan harus melibatkan pemerintah,
komunitas lokal, dan mitra internasional agar warisan budaya kembali
berfungsi sebagai sumber kebanggaan bangsa. Secara keseluruhan,
pelestarian warisan budaya selama konflik Rusia-Ukraina menunjukkan
bahwa menjaga identitas dan sejarah bangsa di masa krisis memerlukan
kerja sama global yang erat. Meskipun menghadapi banyak kendala, upaya
yang dilakukan memberi harapan agar warisan budaya Ukraina tetap
lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai simbol

ketangguhan dan harapan akan masa depan damai.
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B. Saran
Ada beberapa saran yang ingin diajukan terhadap penegak hukum
dalam merumuskan unsur kerugian perekonomian negara berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan, yaitu:
1. Penguatan Instrumen dan Mekanisme Hukum Internasional
Perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata
memerlukan penguatan baik dari segi instrumen hukum maupun
mekanisme penegakannya. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai
lembaga yudisial internasional perlu mengambil peran yang lebih proaktif
dalam menangani kasus perusakan situs budaya sebagai kejahatan perang,
sebagaimana telah diatur dalam Statuta Roma. Negara-negara pihak juga
harus mendorong kerja sama yang lebih kuat dalam proses penyelidikan,
ekstradisi, dan penuntutan terhadap pelaku, baik dari kalangan aktor
negara maupun non-negara.
Selain itu, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Den
Haag 1954 perlu meningkatkan kapasitas domestik melalui integrasi
prinsip-prinsip perlindungan budaya ke dalam hukum nasional mereka.
Langkah-langkah ini meliputi pengesahan Protokol-protokol tambahan,
penyusunan daftar nasional benda budaya yang dilindungi, penggunaan
simbol Blue Shield secara efektif, serta pembentukan unit khusus dalam
struktur militer yang bertugas untuk menjaga warisan budaya. Edukasi dan
pelatihan bagi personel militer juga sangat penting agar mereka

memahami prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, mengetahui
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dampak hukum dari pelanggaran, dan mampu menerapkan prosedur
operasional standar ketika berada di area sensitif budaya.
Strategi Kolaboratif dan Teknologis dalam Perlindungan Warisan Budaya
Di era modern, teknologi dapat menjadi alat penting dalam upaya
perlindungan warisan budaya, terutama di tengah konflik bersenjata.
Penggunaan teknologi seperti satelit, pemetaan digital, dan sistem
pengawasan real-time sangat membantu dalam memantau dan
mendokumentasikan kerusakan situs budaya secara cepat dan akurat.
Kerja sama antara UNESCO, lembaga kebudayaan nasional, serta
perusahaan teknologi harus difasilitasi untuk membangun sistem
pemantauan yang efektif, transparan, dan dapat diakses secara global.
Lebih lanjut, pasca konflik, komunitas internasional memiliki
tanggung jawab untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi situs
budaya yang rusak. Hal ini dapat dilakukan melalui penggalangan dana
darurat dan pembentukan misi pemulihan budaya yang difasilitasi oleh
lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO. Tidak kalah penting
adalah upaya peningkatan kesadaran publik melalui media, organisasi
masyarakat sipil, serta diplomasi budaya antarnegara. Perlindungan
warisan budaya harus dipahami bukan hanya sebagai isu hukum, tetapi
juga sebagai instrumen perdamaian dan rekonsiliasi. Terakhir, diperlukan
evaluasi dan harmonisasi hukum nasional dan regional dengan standar
internasional. Negara-negara di kawasan rawan konflik perlu mengadopsi
instrumen regional tambahan dan menjalin kerja sama untuk melindungi

situs-situs budaya, termasuk yang berada di wilayah lintas batas.
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